BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat

diambil sebagai berikut :

1. Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam mengatasi kendala peralihan hak
milik atas tanah yaitu dengan memperbaiki administrasi Badan Pertanahan
Nasional karena sebagai pengorganisasian sumberdaya manusia untuk
mencapai tujuan.

2. Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran
Hak Milik Atas Tanah yaitu :

a. Dari Pihak BPN dalam pemberian keterangan/data masih berbelit-belit,
masih kurang menghargai masyarakat yang belum mengerti tentang
pendaftaran tanah, maih kurang ketelitian di dalam memberikan data.

b. Dari pihak masyarakat masih ada kurangnya pengetahuan tentang
pendaftaran tanah, masih adanya hambatan tentang biaya, serta
masyarakat memerlukan penyuluhan karena masyarakat masih
beranggapan bahwa untuk melakukan pendaftaran tanah masih
diperlukan biaya yang tinggi, tetapi dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) PP
No. 24 Tahun 1997 telah diatur tentang pembiayaan Pendaftaran

Tanah secara jelas.



1.2 Saran

1. Adanya sosialisasi tentang Hukum Tanah, khususnya dalam hal
pelaksanaan pendaftaran peralihan hak kepada masyarakat dan hendaknya
aparat pendaftaran tanah diharapkan membantu masyarakat yaitu dengan
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan
serta perlunya tenaga yang professional baik teknis maupun administrasi
sehingga dalam melayani masyarakat dapat dilakukan secara cepat, akurat
dan professional.

2. Perlu adanya kesadaran sendiri dari seluruh masyarakat untuk
melaksanakan pendaftaran tanahnya yang telah ditetapkan dalam PP No.
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk mendapatkan kepastian
hukum. Tanpa adanya kesadaran dari masyarakat sendiri maka
Pendaftaran Tanah tidak dapat terwujud dan hanya akan merugikan

masyarakat itu sendiri dikemudian hari.
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